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ABSTRAK 

 
ANGGUN PERMATA SARI BP : 1910003829016. Jurusan Ilmu Pemerintahan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Ekasakti Padang. Fungsi 

Pengawasan DPRD Kota padang Panjang Terhadap Penyaluran Dana Bantuan 

Pokir ( Pokok Pikiran ) Tahun 2022. Pembimbing I : Dr.Sumartono,S.Sos,M.Si. 

Pembimbing II : Ruslan Ismail Mage,S.Sos,M.Si. 

 Latar belakang penelitian ini adalah pengelolaan keuangan daerah yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan 

pemerintahan. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan 

pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar tidak terjadi penyalah 

gunaan keuangan daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui manfaat dari fungsi pengawasan DPRD terhadap 

Penyaluran Dana bantuan Pokir. Menurut undang-undang nomor 27 tahun 2009 yang 

mengatur tentang pengawasan DPRD, maka dapat kita lihat bahwa manfaat 

pengawasan tersebut yaitu untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan 

keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar dan 

untuk menilai kinerja yang dilakukan DPRD Kota Padang Panjang Terhadap 

Pengawasan keuangan daerah. Penentuan informan penelitian ini dilakukan secara 

purposive. Penelitian ini memakai jenis penilitian yang digunakan metode kualitatif, 

Data yang dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Uji 

keabsahan data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan dari data yang diperoleh. Berdasarkan Hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Padang Panjang sudah sesuai 

dengan tugas dan wewenang DPRD yang tercantum dalam peraturan DPRD Kota 

Padang Panjang No.1A/2019 mengenai tata tertib DPRD Kota Padang Panjang. 

Pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Padang Panjang dalam pengelolaan 

keuangan daerah adalah secara preventif dan represif, mulai dari pembuatan 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sampai kepada Laporan Pertanggung Jawaban 

Kepala Daerah. Fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah 

berkontribusi untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan 

negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar dan untuk menilai 

kinerja pemerintah serta berkontribusi untuk meningkatkan kinerja penyelenggara 

pemerintahan daerah Kota Padang Panjang agar dinilai baik oleh perwakilan rakyat 

daerah. Hal ini secara otomatis akan memacu mental penyelenggara pemerintah 

daerah kota Padang Panjang agar memberikan kinerja yang paling baik untuk 

kelangsungan APBD yang akan disahkan oleh DPRD pada tahun selanjutnya. Serta 

dapat meningkatkan hubungan baik antara Legislatif dan Eksekutif di Kota Padang 

Panjang. 

Kata Kunci :Fungsi Pengawasan DPRD Kota padang panjan
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KATA PENGANTAR 

 
 

Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT yang selalu 

memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul “Fungsi Pengawasan DPRD Kota Padang Panjang 

Terhadap Penyaluran Dana Bantun Pokir ( Pokok Pikiran ) Tahun 2022.” 

Guna untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan kuliah 

untuk memperoleh gelar Sarjana lengkap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

(Fisipol) Universitas Ekasakti Padang. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata 

sempurna, namun skripsi yang sederhana ini dapat juga penulis sajikan disebabkan 

oleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis 

mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Sufyarma Marsidin, M.Pd, Rektor Universitas Ekasakti. 

 

2. Bapak Dr. Sumartono, S.Sos., M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Ekasakti, yang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang 

penuh dengan pengorbanan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing 

penulis. 

3. Ibu Dora Tiara, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Ekasakti Padang. 
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4. Bapak Ruslan Ismail Mage,S.Sos,M.Si,  Selaku Pembimbing II dalam pembuatan 

skripsi penulis yang telah memberikan dukungan, dorongan, motivasi, dan semangat 

untuk dapat segera menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

5. Bapak Doddie Arya Kusuma,S.Sos,M.Si, Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fisipol 

Universitas Ekasakti, yang sekaligus sebagai Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan yang penuh 

dengan pengorbanan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing penulis. 

6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ekasakti yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberi penulis Ilmu Pengetahuan yang 

tidak ternilai harganya. Serta kepada seluruh staf yang telah membantu penulis dalam 

pengurusan Akademis. 

7. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih yang setulusnya kepada Mama saya ibuk 

Erniati dan Bapak Saya Beni Prada serta keluarga saya, yang selalu mendukung saya dan 

mendoakan saya dalam pengerjaan skipsi ini. serta sahabat saya Oriza, David dan teman 

- teman Ilmu Pemerintahan yang selalu memberi dukungan baik materil, moral, doa dan 

semangat yang tiada hentinya hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini 

hingga selesai. 

Akhir kata penulis sangat mengharapkan segala kritikan dan saran yang membangun bagi 

kesempurnaan penulisan skripsi ini dimasa yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan, 

semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan. 

 

Padang, 2023 

 

 

Anggun Permata Sari 

1910003829016



iv  

 


